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TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH KAS DESA,
AKIBAT ADANYA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURABAN.
 BABI

PENDAHULUAN

" ALatar Belakang
Tanah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal jfang sangat penting,

baik sumber kehidupan maupun sebagai sarana pembangunan. Manusia sejak lahir
sampai ia meninggal selalu berhubungan dengan tanah, terutama apabila dilihat dari
kehidupan masyarakat indonesia jrang sebagian besar berada dipedesaan dengan
suatu mata pencaharian bertani.

Betapa eratnya hubungan manusia dengan tanah, Mr. Ter Haar Bun,
mengemukakan pendapatnya sebaga: berikut:

“ Hubungan hidup antara umat manusia yang {eratur susunannya dan bertahaﬁ
satu dengan lainnya, disatu pihak yaitu tanah yang memberi makan,berdiam,
tanah dimana dia dimakamkan serta yang menjadi kediaman orang-orang
halus dimana sebagai pelindungnya serta arwah leluhurnya, tanah dimana
mereka meresap daya-daya hidup termasuk juga kehidupan umat itu dan
karenanya tergantung dari padanya,maka pertalian- yang demikian itu

-dirasakan dan berakar dalam alam pikiran serta berpasangan itu dapat dan
seharusnya dianggap pertalian hukum umat manusna terhadap tana'hnya‘

tersebut _ ,
: Bcrdasarkan pc‘ndapat diatas dapat disimpulkim bahwa alam dianggap
pertalian hukum umat manusxa terhadap tanah serta tanah mempunyal hubungan dan_ .

fungs: ganda, dalam arti dlsatu pihak sebagai tempat tmggdl dan dilain plhak sebagai

! Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnja Paramita, Jakarta 1979,him.71



persyaratan utama. bagi manusia dalam mencan. sumber kchldupan untuk
mempcnahankan hldup |

Bagi negara Indon_csia ;/aﬁg séebagién pendlidukﬁya masih hidup déngan
‘menggantungkan pada hzisil tanah fungsi lanahl aniat penting bagi kclhngsungan
kehid'upan mcreka.Aﬁalagi meréka hidup didacrah pt;deséan-yéng pada umumnya-l
tundgk pada hukum adat di_rhana hubungan an;aﬁ tanah dan manusia dipéndang |
sebagai hubungan yang berSifat religio magis.” Hubungan yang bersif%t religio magis -

ini mcnyehabknn persckutuan memperoleh hak unfuk menguasai tanah,

mcmanfaatkan tanah itu, juga berburu terhadap bmatang-bl,natang yang h:dup disitu, h

Hak pemckuman atas tanah im disebut hak pertuanan atau hak ulayat Boedi Harsono,
-berpendapat bahwa hdk uiayat merupakdn wrang,kaun wewemng—wewenag dan
‘ Lewajiban«kcwajtban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah
yang terletak dalam lmgkun_gan' w;layahnya, masyarakat hukum adatlah ksebagai
© penjeimaan  dat wu.uuh m:ggutauya yang mcmpuuym hak ul‘tydl bukun uumg

seorang

, Berkaitan dengan ‘hal t;':rs'ebut, iaienurgt Soerojo Wignjodipoero, nlengam
desa merupakan snatu persckutuan huhmg sebab memiliki. . | |
). Tata susuian ydng h:iap
2 mengums scndm o

3.Harta kekayaan semiiri.

* Soemjo thnjodipoero Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Ada;, Haji Mas-agung, Jakarta, 1993 him
h .

197.
* Boedi Harsono Hukum Agraria lndonean, Djambatan, 1997, him. 250
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Dlsampmg itu mempunyal w:layah sendiri, serta bertmdak sebaga: kesatuan
terhadap dunia luar .
Dcsa menurut UUD: 1945 merupakan bentuk persekutuan hukum yang
bersifat istimewa. Hal itu disebutkan dalam Pasai 18 beserta penjelasannya, Pasal 18
berbunyi baywa. “Pembagian daerah. Indonesia’ atas daerah besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya | ditctaﬁk;in dengan undang-ﬁndang, dengan
| nier,nandang dan mengingati dasar _mm@yawarat’an dalamh sistem ‘pemerintahan
negara, dan hak-hak asal-usut daiam dactﬁh—déaerah yang bersifat istimewa”. -
| Kémudian pada bagian penjelasannya djsebutkan bahwa “...Dalam territoir
' Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfoestuwrende Landscappen Van.
Volksgemeen schappcn, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun
m mar'_ga di_Pa!émbang dan sebaéaif;ya. Daerah—daerahltu mempunyai susunan asli,
dan oleh kérenanya dépat dianggap sébagai daefah ya'ng bérﬁi'fat istimewa.......
| Dilihat dari rumusan pasal tersebut, maka desa dan sc_]emsnya sepcm nagan
marga atau  dusun merupakan bentuk persekutuan hukum yang bersxfat
istimewa.Keistimewaan ini disebabkan persekutuan hukum tersebut $udah ada sejak
Jama. Jauh sebelum penjajah datang ke tanah air. Selam itn desa sebaga] lembaga

pcmcrmtahan tcrendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar

| Indonesga, bahka_n murni b_ersxfat Indones;a.

* Soerojo Wignjo Dipoero, Op. C:t him.78 :
3 Bayu Soerianingrat, Pemerintah Dan Administrasi Desa, Tarslto Bmdun&, 1984, him 18. .

’



Dengan kata lain desa nagén marga atau dusun tersebut merupakan bcntuk
.ash susunan pemenntahan yang dzmlhkl bangsa Indoneﬂa ,

Desa scbagal persekutuan hukum mernpunyal ciri k_has:' yaitu .ﬁerseku'tu‘an
hukum itu mempunyai hak untuk mengurgs rumah tang‘gaﬁya seﬁdin'. Hak sepcm itu
dinamakan otonomi desa. Hak étonomi dcsa itu mempunyai konsekwensi vlogis desa
harus antara lain mempunyat sumber keuangan sendm Sumber kcuangan desa antara_
lain dapat d:peroieh dari has:l pendapatan aslt daemh yang salah satunya dapat .
_diperoleh dari hasil tamh-tanah kas desa yang merupakan salah satu kekayaan desa.
Tanah- tanah kas desa tersebut blasanya bersxfat komunal dalam arti tidak d1m111k1
. Orang seorang - tetapi d;mah}u _atau dimanfaatkan oieh desa untuk memblyai |
pcngeluaran desa N

Dalam perkembangannnya ter]adl kecenderung,an perubahan kedudukan
ketatanegaraan desa berotononn ‘desa memadl desa admlmstratlf yang disebut
kelurahan 'Desa-desa yang mengalami perubahan demxkjan pada umumnya adalah
_desa~dcsa yang bcrada d1 wnlayah perkotaan scpertl dacrah lchusus 1bukota
Jakarta, 1bukota Prop1n31 1bukota Kabupatenfkota, dan ibu kota Kecamatan

Dalam hubmgannya dengan bcrahhnya status desa menjadl kelurahan, salah "
| satu hal yang menon)ol adalah adanya perubahan status penguasaan kekayaan desa
' termasuk didalamnya adalah tanah-tanah kas’ desa,yang tadmya dxm:hkl oleh desa
yang bcrsangkutan menjadi. dimiliki oleh pemcnntah Kabupa-ten atau Kota. Hal.‘

~ demikian mengingat pembiayaan pemerintah desa yang berubah menjadl ke_lu_rahan

¢ Talizidubu Ndraha, Dimensi-Ditmensi Pemerintahan Desa,Biro Aksara Jakarta, 1981 him. 21



-‘tid_ak lagi bersifat mandirjl. dalam ém’ pembiayaan yang taﬁinya didasarkan atas
penghasilan asli desa yang berasal dari kekayaan desa berubah dengan memperoleh
subsidi dari .pemcn'htah_pusat atau spemeﬁniéh dan atau pémerintah' tinékat ataény'za. |
‘Adanya perubahan status: desa menjadi kelurahan yang temyata mempunyai
implikasi terhadap bembéhaﬁnya pemegang kuasa atas téﬁahltérsebut, dalam praktek:
| se‘n'hg menit’nbﬂ]kan fr:ésalﬁh antaxﬁ iain perebuta'n weweming antara kefurahan dan |
_ pemenntah kabupaten hal demikian antard ]am disebabkan karena kurang dipahami
dan - dilaksanakannya peraturan tcntang pengawasan dan pengurusan tmmh :
t¢rsebut.Hal demikian bisa timbul antara Jain dxkawnakan-anggamn yang diberikan '-
oleh pemcrinﬁh daerah kabupétén uniuk keperiuan pembangimﬁﬁ. desa tidak
mencukupi,sehingga _kelurahan kadangkéla mehaanfaatkan éendiri tanah, dimana
_ hﬁsilnya untuk ﬁmnktupi l:ekufangan biaya pembanguna_n tersebQLSebagaimana kita
Ketahui dengan b‘erubahnya‘ désa menjadi keluruha}a,sué’tﬁ konsekwnsi yang harus
dibadapi desa bahwa desa ( kelurahan ) tidak berhak antuk menyelenggarakar
anggaran‘ rumah tangga sendiri tetapi har_us. mengikuti ar’xggatah pemerintab
_kabupalen | o |
Dmampmg ity, dafam praktek juga sermg terjadJ lronfhk konflik yang wrjada
| 'bt:rk;ulm dengan mnah kas desa i ini, sebagai wmoh adanya penjualan ataun pelepasan :
tanah kas desa yang dzlakukdn oleh kepala desanya.

- Hal-ha] demikianlah yang q;ep_q__m} penu!is menaﬁk mit_uk di kaji.



B.Identifikasi Masalah

' .B'crdasarkqn urai’a_n diatas,maka 'pefmasalahaﬁ. yang ingin penulis_kaji adaiah: '
, 1_,Bagai.n5anakah kgdﬁdukaﬁ tanah kas desa, dalam hal status desa berubah meﬁjadi E
' kelurahan? - S ) :
“2.Bag.m'manakah sébenamya pfosedur pelepasan tanah kas desa, s;e_telah desa berubah

-~ menjadi kglumhan? '





